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BAB II 

  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Implementasi  

Kamus Webster, secara lexicografis merumuskan bahwa istilah 

to implement ( mengimplementasikan) itu berarti to provide the means 

for carrying out  ( menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu ) 

to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap 

sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan 

dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan 

kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit 

presiden.8
 

Van Meter dan Van Hom merumuskan proses implementasi 

sebagai “those actions by public or private individuals (or grup) that 

are directed at the achievement of objective set fort in prior policy 

decision ( tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu 

/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

(keputusan kebijakan) . 

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli di atas, 

dapat kita simpulkan bahwa proses implementasi program itu 

sebenarnya tidak hanya menyangkut prilaku badan-badan 

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, 

melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi dan 

sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi prilaku 

dari semua pihak yang terlibat. 

                                                             
8
Wahab abdul solichin, Analisis kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model 

implementasi kebijakan public,(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2012),135 
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Menurut mazmanian dan SabatierImplementasi adalah 

pelaksanaan keputusan mendasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan 

peradilannya. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan 

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang 

ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses 

implementasinya. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan 

tertentu, biasanya di awali dengan tahapan pengesahan undang-

undang, kemudian output kebijakan atau program dalam bentuk 

pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana,kesediaan 

dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-

kelompok,sasaran, dampak nyata-baik yang dikehendaki atau yang 

tidak-dari output tersebut dampak keputusan sebagaimana 

dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan 

akhirnya perbaikan-perbaikan penting ( atau upaya untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang  

bersangkutan.  
9
 

2. Program Kotaku 

1. Definisi Program Kotaku 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program 

yang dilaksanakan secara nasional yang menjadi “platform” atau                      

basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber       

daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat,                     

provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan 

pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk  

membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh,              

dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan             

                                                             
9
Wahab abdul solichin, Analisis kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model 

implementasi kebijakan public, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2012) 140 
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para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun 

implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. 

KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang 

mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 

38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia 

melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan 

masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan 

infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun 

masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung  

tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan 

permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. 
10

 

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh 

adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan 

bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, 

sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami 

penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik 

sebagai berikut:  

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 

2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan 

memiliki kepadatan tinggi; 

3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus 

untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana 

adalah sebagai berikut:  

a. Jalan Lingkungan; 

                                                             

10
http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul2/peldas2016/Paparan%20kebijakan%20KOT

AKU/SE_DJCK_No_40_2016_KOTAKU.pdf(diakses 1 maret 2017) 
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b. Drainase Lingkungan,  

c. Penyediaan Air Bersih/Minum; 

d. Pengelolaan Persampahan; 

e. Pengelolaan Air Limbah;  

f. Pengamanan Kebakaran; dan 

g. Ruang Terbuka Publik.  

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar 

perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses 

identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu 

diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non 

fisik seperti perilaku masyarakat,  kepastian bermukim, kepastian 

berusaha, dan sebagainya.
11

 

2. Tujuan Program 

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap 

infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan 

untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak 

huni, produktif dan berkelanjutan.               

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:                                                                                                                             

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha; 

2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam 

penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik; 

3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat 

kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan 

melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD); 

                                                             
11

http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul2/peldas2016/Paparan%20kebijakan%20KOT

AKU/SE_DJCK_No_40_2016_KOTAKU.pdf(diakses 1 maret 2017) 
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4. Meningkatnya penghasilan MBR ( Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah ) melalui penyediaan infrastruktur dan  kegiatan 

peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung 

pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 

kumuh; dan 

5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan 

perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan 

kumuh. 
12

 

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan 

merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian 

program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan 

menjadi 0 persen.  Secara garis besar pencapaian tujuan diukur 

dengan indikator “outcome” sebagai berikut: 

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan 

pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan 

kriteria kumuh yang ditetapkan (drainase, air bersih/minum, 

pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, 

pengamanan kebakaran, Ruang Terbuka Publik). 

2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur 

dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; 

3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di 

tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; 

dan 

4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan 

pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.
13

 

                                                             
12

http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul2/peldas2016/Paparan%20kebijakan%20KOT

AKU/SE_DJCK_No_40_2016_KOTAKU.pdf(diakses 1 maret 2017) 

13
http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul2/peldas2016/Paparan%20kebijakan%20KOT

AKU/SE_DJCK_No_40_2016_KOTAKU.pdf(diakses 1 maret 2017) 
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3. Prinsip 

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program 

KOTAKU adalah: 

1. Pemerintah daerah sebagai Nahkoda 

Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin 

kegiatan penanganan permukiman kumuh  

2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome 

(pencapaian tujuan program) 

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang 

komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya 

permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/ kota  

3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda 

sehingga mengacu pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD.  

4. Partisipatif. 

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan 

dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) 

5. Kreatif dan Inovatif 

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah 

upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru 

dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan 

dalam penanganan kumuh  

6. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance) 

pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan  dan masyarakat 

mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan 

wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola 

yang baik (good governance).  
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Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung 

perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas 

dan daya dukung lingkungan.
14

 

3. Pembangunan Kawasan Kumuh 

1. Pengertian pembangunan 

Menurut Fakih, Umumnya orang beranggapan bahwa 

pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu 

kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang 

meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur 

masyarakat dan sebagainya.
15

 

Menurut Galtung Pembangunan merupakan upaya untuk 

memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun 

kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik 

terhadap kehidupam sosial maupun lingkungan alam.
16

 

Menurut Katz mengatakan pembangunan yang besar dari suatu   

keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai”.Pada       

umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa                                                   

(national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk                                                          

mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa                                                                                

dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan                                                                                               

kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan 

dimana pelaksanaan pembangunan masyarakat lah yang menentukan                                                                                                                   

                                                             

14
http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul2/peldas2016/Paparan%20kebijakan%20KOT

AKU/SE_DJCK_No_40_2016_KOTAKU.pdf(diakses 1 maret 2017) 

15
Fakih, Mansour.Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. (Yogyakarta: 

Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar,2001),10. 
 
16

Trijono, Lambang, Pembangunan Sebagai Perdamaian. (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia,2001),3. 
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tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses 

pelaksanaan pembangunan.
17

 

Siagian  memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai 

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan 

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa 

(nation building)”. 
18

 

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita  memberikan pengertian yang 

lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang 

lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. 

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang 

mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, 

infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan 

budaya.  

Portes  mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi 

ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes.  

Menurut Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional dapat 

pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara 

sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. 

Menurut Inayatullah, Pengertian Pembangunan ialah perubahan 

menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang 

lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu 

masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan 

dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada 

warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka 

sendiri. 

Shoemaker mengungkapkan Pengertian Pembangunan 

merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru                                                                                                                                                                 

                                                             
17

Yuwono, Teguh, Manajemen Otonomi Daerah :Membangun Daerah 

Berdasarkan Paradigma Baru,(Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti,2001). 
18

Siagian, Sondang. P, Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan 

Strateginya (Jakarta: Bumi Aksara,2001). 
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diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan 

pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui 

metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem 

sosial.Pendapat Kleinjans mengenai definisi dari Pengertian 

Pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan 

keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu 

kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan 

kepercayaan diri.
19

 

Menurut Rogers pembangunan adalah suatu proses perubahan 

sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang 

dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk 

bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang 

dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar 

yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun 

pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang 

dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti 

yang dimaksud berupa: 

a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain. 

b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar. 

c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan     

puskesmas. 

d. Prasarana produksi saluran air.
20

 

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses 

perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan 

melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu 

pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap 

usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, 

dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya 

                                                             
19

Zulkarimen Nasution,Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan 
Penerapannya. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007). 

20
Suryono, Agus, Teori dan Isu Pembangunan,(Jakarta: UM-Press,2001),132. 
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dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan     suatu tahapan 

tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan 

pelaksanaan pembangunan di berbagai negara. Indonesia juga 

mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi 

ekonomi, strategipeople centered, hingga pada strategi pemberdayaan 

masyarakat yang dikatakan suatu alternatif dari model pembangunan 

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan strategi dalam pembangunan 

daerah yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah.
21

 

2. Pengertian Kawasan Kumuh  

Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan 

permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang 

tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak 

sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang 

sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial 

dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak 

terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan 

keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. 
22

 

Masrun memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada 

aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat 

diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami 

penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi 

maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan 

yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa 

para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat 

membahanyakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh 

memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, 

tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya 

                                                             
21

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005 
22

UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman 
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air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang 

terbuka  atau rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan. 

Khomarudinlingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan 

sebagai berikut :  

a. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha),  

b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah,  

c. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar,  

d. Sarana prasarana tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan,  

e. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan 

diatur perundang undangan yang berlaku.  

Gambaran lingkungan kumuh, adalah sebagai berikut :  

a. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat 

huniannya berdesakan,  

b. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni,  

c. Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan 

hujan,  

d. Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik 

penghuni,  

e. tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan,  

f. Prasarana kurang (mck, air bersih,listrik, jalan lingkungan,dll),  

g. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan),  

h. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal,  

i. Pendidikan masyarakat rendah.
23

 

Menurut UNCHS ciri – ciri permukiman kumuh ini antara lain :  

a. Sebagian besar terdiri atas rumah tua (rusak) pada bagian lama 

suatu kota ( semula didirikan dengan ijin),  

b. Sebagian besar penghuninya merupakan penyewa,  

                                                             
23

 Khomarudin. 1997. Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jakarta: 
Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta. 
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c. Di beberapa tempat ada rumah bertingkat pemilik yang sekaligus 

menyewakan beberapa rumah kumuh,  

d. Kepadatan rumahnya tinggi,  

e. Ada yang berasal dari proyek perumahan yang kurang terpelihara, 

dan  

f. Ada yang dibangun oleh sektor informal, dengan sewa murah 

untuk menampung imigran ekonomi lemah yang datang dari 

desa.
24

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitianpenelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, 

Adapun penelitian yang hampir sama yaitu penelitian yang berjudul “Faktor-

faktor YangMempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman KumuhDi 

Kawasan Pusat Kota Salatiga” yang diteliti oleh Eny Endang Surtiani. Dalam 

penelitiannya hanya terfokus terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya 

kawasan permukiman kumuh. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah upaya 

perbaikan kualitas lingkungan perumahandanpermukiman di kawasan 

pancuran ke arah yang lebih baik. Salah satu diantaranya adalah 

penataankawasan melalui pembangunan RUSUNAWA. 

 Sedangkan penelitian yang selanjutnya yang penulis jadikan sebagai 

perbandingan yaitu dengan judul “Analisis faktor penyebabPermukimanKumuh di 

kotaMedan” yang diteliti oleh Julintri Hutapea penelitian ini memfokuskan 

penelitiannya kepada faktor penyebab pernukiman kumuh di kota Medan. Hasil 

dari penelitian ini yaitu penataan setiaplingkungan terhadap Belawan I dan 

Belawan II, serta menjaga kelestarian lingkungansupaya terhindar dari 

kekumuhan. Yang menjadi perbedaan dengan peneliti sendiri yaitu pada 

penelitian ini terfokus kepada penerapan dari progam KOTAKU 

( Kota Tanpa Kumuh) dalam pembangunan kawasan kumuh. 

                                                             
24 UNHCS,sochin,1993 
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C. Kerangka pikir 

dalam penelitian ini penulis yang membahas mengenai implementasi 

program kota tanpa kumuh (KOTAKU) pembangunan kawasan kumuh di 

Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penulis 

menetapkan kerangka berfikir sebagai berikut  

kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

program kota 
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(KOTAKU) 

dalam 

pembangunan 
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dikelurahan Sri 

Meranti 

kecamatan 

Rumbai kota 

Pekanbaru 

Jalan  

Drainase  

Penyediaan air 

bersih atau minum 

Pengelolaan 

persampahan 

Pengelolaan Air 

Limbah 

Pengamanan 

Kebakaran 

Ruang Terbuka 

Publik 

Perbaikan Jalan 

Pembuatan Jalan Beton 

Pembuatan Drainase 

Normalisasi drainase 

Sumur artesis + 

perpipaan 

Penyediaan tempat 

pembuangan sementara 

Sinkronisasi dengan 

dinas kebersihan 

Penyediaan MCK 

Penyediaan Hydran 

Pembuatan Ruang 

Terbuka Publik 


